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ABSTRACT

A child is the continuing generation as well as a part from the society. The birth of a child
might be unwanted and one of the shorteuts 1o be done 1s by abortion. Abortion without any
medical reasons, either from the penal code or law of health point of view is a tort
Nevertheless, a mecical and non medical staff stcalthily implement it. As it is very often
committed by the nen medical staff, it brings about the injury either physically or mentally to
the women. For that reason. it comes up with the idea to regulate the “safe abortion®.
Indonesian health legal politics towards the abortion in the future (The Act of Health Law}, to
save the woman's reproduction organs and her soul should be well discussed to realize the
idea of “safe aboruon™ through the recogmuion of woman's rights upon her reproduction
OTEHRNS.
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I.

PENDAHULUAN

Anak selalu diidentikkan de-
ngan generasi pencrus keluarga,
bahkan generasi penerus bangsa.
Baik hukum mau pun masyarakat
membedakan antara anak sah dan
anak tidak sah, anak sah adalah
anak vang lahir di dalam per-
kawinan dan anak tidak sah
adalah anak vyang lahir di lvar
perkawinan. Berbicara tentang hu-
kum. maka konsekuensi dari pem-
bedaan 1u adalah menyangkut
kedudukan hukum anak terhadap
orangtuanya. Anak sah mempu-
nyai hubungan hukum dengan ke-
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dua orangtuanya beserta keluarga
keduanya, sedangkan anak tidak
sah hanya mempunyai hubungan
hukum dengan  ibunya beserta
keluarga ibunya.

Terhadap baik anak sah mau
pun anak tidak sah, terdapat anak
vang diinginkan dan anak yang ti-
dak diinginkan kelahirannya. Ber-
macam-macam alasan seorang pe-
rempuan hamil, yang mengingin-
kan anak/anak-anaknya lahir dan
bermacam-macam pula alasan se-
orang perempuan hamil, yang ti-
dak menginginkan anak / anak-
anaknya lahir. Tentunya jumlah
kehamilan di  luar  perkawinan
yang sah, vang tidak diinginkan

jauh lebih hesar daripada anak sah
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yang tidak diinginkan di dalam
perkawinan.

Sclain yang disebutkan di a-
las, terdapat anak yang paling ti-
dak diinginkan kehadirannya, ada-
lah an8k yang dibuahi oleh pemer-
kosa. Selain tidak diinginkan,
anak yang lahw dari perempuan
vang menjadi korban perkosaan
dapat menjadi beban, bukan saja
beban bagi perempuan dan atau
keluarga, tetapi dapat juga men-
jadi beban bagi masyarakat, bah-
kan bagi si anak yang lahir pun,
kehidupannya dapat menjadi be-
ban, terutama stigma sebagai anak
haram.

Salah satu jalan keluar yang
dilakukan oleh perempuan, agar
tidak terlahir anak yang tidak di-
inginkan adalah dengan jalan me-
lakukan pengguguran kandungan.
Pengguguran kandungan konon u-
sianya sudah sama tuanya dengan
usia peradaban manusia. tetapi
yang pasti pengguguran kandung-
an, meski pun diancam dengan
pidana penjara baitk bagi pela-
Kunya mau pun bagi yang me-
lakukan, namun selalu saja terjadi
dari waktu ke waktu dan dari
tempat ke tempat.

Diketahul secara luas, berda-
sarkan keadaan darurat dan untuk
menyelamatkan nyawa ibu, maka
renaga Kesehatan tertentu vyang
mempunyal  kewenangan bertin-
dak. dapat melakukan tindakan
nengguguran  kandungan, dalam
<t diperbolehkan oleh  hukum.

Peraturan hukum yang mengatur
dibelehkannya dilakukan penggu-
guran kandungan dengan situasi
dan kondisi di atas, ditetapkan da-
lam Pasal 15 Undang-tUndang No-
mor 23 tahun 1992 tentang Kese-
hatan (UU Kesehatan).

Hukum Pidana yang dikodifi-
kasikan di dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP),
tidak membolehkan pengguguran
kan-dungan dengan alasan apa
pun ju-ga dan olch siapa pun juga.
Keten-tuan ini sejak diundangkan
di jarnan pemerintahan Hindia Be-
landa sampai dengan sekarang ini
tidak pernah diubah, dan keten-
tuan ini berlaku umum bagi slapa
pun juga yang melakukan, bahkan
bagi dokter yang melakukan ini,
terdapat pemberatan hukuman.

Kedua ketentuan di atas me-
ngatur hal yang sama, dalam hal
ini pengguguran kandungan, na-
mun keduanva tidak sejalan atau
berbeda pengaturan. Secara asas
hukum, di Indonesia dikenal asas
lex spesiali derogat legi generali,
artinya hukum yang khusus me-
ngenyampingkan hukum yang u-
mum. Ketentuan di atas memper-
lihatkan KUHP mengatur tindak
pidana secara umum sedangkan
UU Kesehatan mengalur keten-
tuan secara khusus, karena itu UU
Kesehatan merupakan fex spesiali
dan KUHP merukana /ex generali.
Ini berarti UU Kesehatan dapat
mengenyampingkan KUHP, khu-



susnya mengenai ketentuan peng-
guguran kandungan.

Harus diakui di dalam ma-
syarakat Indonesia terdapat peng-
guguran kandungan yang dilaku-
kan tanpasalasan medis, baik yang
dilakukan oleh tenaga kesehatan
mau pun vang bukan tenaga ke-
sehatan. Ada bermacam-macam
alasan dari pengguguran kandung-
an antara lain karena kegagalan
Program  Kecluarga Berencana
(KB}), kchamilan akibat pemer-
kosaan. ketidakmampuan ekono-
mi, kehamilan karena “kecela-
kaan™ pada hubungan luar kawin,
atau bahkan karena janin vang
dikandungnya menderita catad
alau Kelainan bawaan. Seperti di-
tuliskan di atas, bahwa tindakan
pengguguran  kandungan  buatan
tanpa alusan medis adalah per-
buatan melanggar hukum, baik
menurut Hukum Pidana mau pun
Hukum Kesehatan namun hal it
dilakukan, sehingga banyak per-
buatan pengguguran  kandungan
dilakukan dengan diam-diam.

Diakui pula, terdapat berbagai
pengguguran kandungan yang me-
nimbulkan dampak buruk karena
dilakukan oleh bukan tenaga kese-
hatan. Orang yang diminta meng-
gugurkan kuandungan tidak mem-
punyai keahlian dalam bidang
kebidanan, yang mengakibatkan
kerusakan pada alat reproduksi
perempuan, bahkan dapat juga
berakibatkan kematian.
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II.

Timbul gagasan dar1 beberapa
Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Perempuan untuk mem-
berikan bantuan kepada sebagian
perempuan yang “terpaksa” mela-
kukan pengguguran kandungan,
dengan mendirikan sentra-sentra
“pengguguran kandungan yang a-
man”, Gagasan ini merupakan
upaya perjuangan namun masih
merupakan wacana, yang realisa-
sinya masih menghadapi berbagai
kendala, baik segi hukum, politik,
maupun soslal budaya.

PERMASALAHAN
Pada inlinya baik kaidah hu-
kum maupun kaidah non-hukum

yang menjadi - pedoman/ukuran
pcraturan tentang  pengguguran

kandungan. yang dilakukan olch
slapapun juga, baik oleh tenaga
kesehatan mau pun yang bukan te-
naga kesehatan, adalah perbuatan
tidak diperbelebkan dan tidak ba-
ik. Timbul pertanyaan: bagaima-
nakah politik hukum kesehatan
terhadap pengguguran kandung-
an di Indonesia?

Tulisan in1 tidak akan mem-
bahas pengguguran kandungan
dart sudut medis mengenai in-
dikasi medis dan menyelamatkan
nvawa ibu, tctapi membahas ten-
tang politik hukum kesehatan di
Indonesta terhadap pengguguran
kandungan. Setclah bagian ten-
tang pengantar ini, akan dibahas
tentang politikk hukum kesehatan,
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kemudian tentang aspek hukum
pengguguran kandungan dan yang
terakhir yang masih mcnjadi wa-
cana adalah pengaturan tentang
dapat dilakukannya “pengguguran
kandwngan yang aman”, kemudi-
an ditutup dengan kesimpulan.

IHLPEMBAHASAN

A. Politik Hukum Kesehatan
Pengertian dari politik sepertt
juga pengertian fentang hukum,
sangatlah banyak, tergantung dari
sudut mana politik dan hukum itu
dibihat. Ramlan Surbakti (Ramlan
Surbakti, 1992; 1) menguraikan
tentang lima pandangan konsep-
konsep politik:
“Sejak  awal hingga perkem-
bangan yang terakhir ada se-
kirang-kurangnva  lima  pan-
dangan tenrang pelitik. Pertama,
politik lalah wsaha-usaha yang
ditempul warga negara  untuk
membicarakan  dan mewujndkan
kebaikan bersama. Kedua, po-
litik iwlah  segala  hal yang
berkaitan dengan penvelengga-
raan negara dun pemeriniahan.
Ketiga, politik sebagal segala
kegiatan vang diarahkan ik
mencart  dan mempertahankan
kekwasaan  dalam  masvarakat,
Keempat, polink sebagai kegi-
atan  vang  herkaitan  dengan
perumusan dan pelaksangan ke-
bijukan  wmam. Kelima, politik
sebagal konflik  dalam  rangka

mencari  dan/atau memperta-

hankan sumber-sumber vang di-

anggap penting.”

Berkaitan dengan topik pem-
bahasan tulisan ini, maka pan-
dangan tentang konscp politik
yang keempallah yang relevan un-
tuk penulisan ini. Ramian Surbak-
0 memberikan uraian konscp
politik keempat ini vang diberi

judul Fungsionalisme, sebagai be-

rikut;

“Fungsionalisme memandang
politik schagai kegiatan meru-
muskan dan melaksanakan kcbi-
jakan umum. Menyimpang dari
pandangan kelembagaan di atas,
dewasa ini para ilmuwan pelitik
memandang potlitik dari kacama-
ta fungsional. Menurut mereka.
politik merupakan kegiatan para
elit politik dalam membuat dan
melaksanakan kehijakan umum.”
(Ramlan Surbakti. 1992: 6).

Dituliskan di atas, seperti juga
politik, hukum mempunyai pe-
ngertian banyak sckali, schingga
untuk  mendapatkan  pengertian
tentang hukum, perlu dilibat dan
sudut mana hukum itu  mau
ditelaah. Namun terdapat penger-
tian vang universal tcntang hu-
kum, yaitu dilihat dari tujuan dari
diberlakukannya hukum, pada
intinya agar tercipta kelertiban
dan keadilan hukum.

Secara sederhana dan umum,
hukum diartikan sebagai kumpul-
an peraturan yang mengatur an-
tara lain apa yang beleh dan tidak



boleh, berisi hak dan kewajiban
timbal balik. pelanggaran terha-
dap hukum mendapatkan sanksi
yang dibertkan oleh negara,
bertujuan untuk membentuk ma-
syarakat yang ideal, hukum yang
baik hanva mengatur hal-hal yang
bersifat lahiriah saja dan penaatan
terhadup hukum biasanya datang
dari luar. karena takut kepada
sanksinva.

Pemerintah  Indonesia  dalam
membentuk peraturan perundang-
undangan selalu bertolak pada
dasar pemikiran yang tertuang di
dalam falsafah bangsa yaitu Pan-
casila. Tujuan akhir Bangsa In-
donesia tentunya bertujuan untuk
mencapal nilai-nifai di dalam
Pembukaan Undang-Undang Da-
sar 1943 «(UTUD 1945) dan sila
kelima Pancasila, yaitu melin-
dungi scgenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia dan untuk memajukan Kke-
sejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut men-
ciptakan ketertiban dunia vyang
berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi dan keadilan so-
sial. yang akhirnya akan tercapai
Kesejahteraan Sosial bagi seluruh
rakyat [ndonesia.

Dihubungkan dengan tujuan
dibentuknya Undang-Undang No-
mor 23 tahun 1992 tentang Kese-
hatan (UU Keschatan), maka da-
lam Penjelasan Umum UU No. 23
tahun 92, yang tentunya sesuai
dengan tujuan nasional yang ter-
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cantum di dalam alinca keempat
dart Pembukaan UUD 1945 de-
ngan cara melakukan pembangun-
an nasional. dan salah satu unsur
pembangunan nasional adalah
pembangunan kcschatan. Penja-
baran dart pembangunan kesehat-
an dapat dilihat dari alinca ketiga
Penjelasan Umum UU No. 23 Ta-
hun 1992, bahwa:
“Pembangunan  kesehatan  pada
dasarnya menyangkut semua segi
kehidupan, batk fisik, mental
maupun sosial ekonomi. Dalam
perkembangan pembangunan ke-
schatan selama ini, telah terjadi
perubahiun orientasi, baik tata
nilai mau pun pemikiran teruta-
ma mengenai  upaya pemecahan
masalab  di  bidang kesehutan
yang dipengaruhi oleh politik.
gkonomi, sosial budaya, perta-
hanan dan keamanan, serta ilmu
pengetahuan dan teknologl. Peru-
bahan oricntasi tersebut akun
mempengaruhi proses penyeleng-
garaan pembangunan kesehatan.
Di samping hal tersebut dalam
pelaksanaan pembangunan kese-
hatan perlu memperhatikan jum-
{ah penduduk  Indonesia  yang
besar, terdiri dari berbagai suku
dan adat istiadat, menghuni ri-
buan puluv yang terpencar-pen-
car dengan tingkat pendidikan
dan sosial yang beragam.”

Pemerimtah menyadari bahwa
pembangunan kesehatan di negara
Indonesia tidaklah mudah, apalagi
dengan letak geografis dan kera-
gaman etnik dan sosial budaya.
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Untuk itu pemerintah di dalam

ULl No. 23 Tahun 1992 mengatur

cnam butir utama sebagal pegang-

an bagi penyclenggaraan pemba-
ngunan kesehatan, yang diuraikan

di dalam Alinea terakhir dari Pen-

jelasan Umum UU No. 23 Tahun

19972, yaitu:

“Dalam  Undang-undang  ini

diatur:

1. asas dan tujuan yang menjadi
lundasan  dan memberi arah
bagi pembangunan kesehatan
yvang dilaksanakan melalui
upaya kesehatan untuk me-
ningkatkan kesadaran, kema-
uan dan kemampnan hidup
sehat bagi orang schingga
terwujud derajad kesehatan
masyarakat  vang optimal
tunpa membedakan  status
sosialnya;
hak dan kewajiban  setap
orang untak memperoleh de-
rajad keschatan yang optimal
serta wapib untuk ikut serta
dalam memelthara dan me-
ningkatkan derajad kesehat-
an;
tugas dan tanggung jawab
Pemerintah  pada  dasarnya
adalah  mengatur, membina
dan meagawast  penyeleng-
garaan upaya kesehatan scrta
menggerakkan peran  serla
masyarakat;

4. upaya kesehatan dilaksana-
kan secara menyeluruh, ter-
padu dan berkesinambungan
melalul pendekatan pening-
katan keschatan, pencegahan
penyakit, penyembuhan pe-

.3

L

nyakit dan pemulihan kese-
hatan;

5. sumber daya kesehatan seba-
gai penunjang penyelenggara
upaya kesehatan, harus tetap
melaksanakan  fungsi  dan
tanggung ijawab sosialnya
dengan pengertian bahwa su-
rana pelayanan keschatan
harus tetap memperhatikan
golongan masyarakat vang
kurang mampu dan tidak
semata-mata mencari  keun-
tungan;

6. Ketentuan Pidana untuk me-
lindungi pemberi dan pene-
rnma jasa pelayanan  kese-
halan bila legadi pelanggar-
an terhadap undang-undang
ine.”

Asas dan tujuan diberlakukan-

nya UU No. 23/92 dietapkan di
dalam Pasal 2 yang menyatakan:

“Pembangunan Kesehatan dise-
lenggarakan herasaskan perike-
manusiaan yang berdasarkan Ke-
tuhanan Yang Maha Esa, manfa-
at, usaha bersama dan kekeluar-
gaan, adil dan merata, perikehi-
dupan dalam keseimbangan, ser-
ta kepercayaan akan kemam-
puan dan kckuatan sendin.”

Pengertian dari Pasal 2 LU

No. 23 Tabun 1992 ini, perlu dija-
barkan dari Penjelasan Pasal demi
Pasal:

Asas adil dun merata berarti
“Pembangunan kesehatan harus
memperhatikan  berbagai  asas
yang memberikan arah arah pem-
bangunan keschatan, dan dilaksa-



nakan melalul upaya kesehatan
sehagai berikut:

d.

asas perikemanuasiaan yang
berdasarkan Ketuhanan Yang
maha Esa berarti bahwa pe-
nyglenggaraan kesehatan ha-
rus ditandasi atas pertkema-
nusiaan vang berdasarkan
Ketvhanan Yang Maha Esa
dengan tidak membedakan
golongan. agama dan bangsa;
Asas manfaat berarti mem-
berikan manfaat yang sebe-
sar-besarnya bagi kemanusi-
aan dan perikehidupan yang
schat bagi setiap warganegu-
Tit

Asas usaha bersama dan ke-
kelnargaan berarti bahwa pe-
nyvelenggaraan kesehatan di-
laksanokan melalui kegiatan
vang dilukukan oleh seluruh
lapisan masyarakat dan diji-
wal oleh semangat kekeluar-
caan:

Asas adil dan merata berarti
bahwa penyelenggaraan ke-
sehatan harus dapat membe-
rikan pelayanan yang adil
dan merata kepada scgenap
lapisan masyarakat dengan
hizva yung tcriangkau oleh
masyvarakat;

Asas  perikehidopan  dulam
keseimbangan berarti bahwa
peneyelengaraan  kesehatan
harus dilaksanakan scimbang
antara kepentingan individu
dan masyarakat, antara fisik
dan mental, antara material
dan spriritaal;

Asas kepercayuan pada ke-
mampuan dan kekuatan sen-
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diri berarti bahwa penyeleng-
garaan keschatan harus ber-
{andaskan pada kepercayaan
akan kemampuan dan keku-
atan sendirt dengan meman-
faatkan potensi nasional se-
fuas-luusnya.”

Jadi yang dimaksud dengan
Politik Hukum Keschatan adalah
kegiatan para elit politik dalam
membuatl dan melaksanakan kebi-
jakan umum bagi Pembangunan
Keschatan yang diselenggarakan
berasaskan perikemanusiaan yang
berdasarkan Ketuhanan Yang Ma-
ha Esa, asas manfaat, asas usaha
bersama dan kekcluargaan, asas
adil dan merata, asas perikehidup-
an dalam keseimbangan, serta
asas kepercayaan akan kemampu-
an dan kekuatan sendiri.”

B. Aspek Hukum Kesehatan
Pengguguran Kandungan
Sesuai dengan judul di atas, di

dalam bagian ini yang akan diba-

has hanyalah kaidabh-kaidah Hu-
kum Kesehatan tentang penggu-
guran kandungan, tidak dibicara-
kan kaidah-kaidah Hukum Pidana
tentang pengguguran kandungan.
Ensikloped: Indonesia mem-
berikan pengertian pengguguran
kandungan sebagai “Pengakhiran
kehamilan sebelum masa gestasi

28 minggun atau sebelum janin

mencapai berat 1000 gram.”
Selanjutnya dibedakan antara

pengguguran kandungan spontan
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yvang terjadi tanpa tindakan apa-
pun, dengan pcngguguran kan-
dunigan buatan yang terjadi scba-
gai akibat sesuatu tindakan ter-
tentu,  Dibedakan pula antara
ptngguguran kandungan buatan
terapeutis vang dilakukan atas ala-
sun medis untuk kepentingan me-
nyelamatkan nyawa ibu, dengan
pengguguran kandungan buatan
non terapeutis yang ditakukan tan-
pa alasan medis.

Pengguguran kandungan buat-
an terapeulls telah mendapatkan
pengaturan di dalam Pasal 15 UU
No. 23 Tahun 1992 yang menya-
lakan:

{1y Dalam keadaan darurat seba-
gal upaya untuk menyela-
matkan nvawa 1bu haml dan
Janinnya, dapat  dilakukan
tindukun medis tertentu.

{2y Tindakan medis tertentu se-
hagaimana dimaksud dalam
ayat {l) hanya dapat dilaku-
kan:

a. berdasarkan indikasi me-
dis yang mengharuskan
diambilnya tindakan ter-
schut;

b. oleh tenaga kesehatan
vang mempunyal keah-
lian dan kewenangun un-
tuk 1tu dilakukan sesnai
dengan tanggung jawab
profesi serta berdasarkan
pertimbangan tim ahli;

¢. dengan persetujuan ibu
hamil yangbersangkutan
atau suami keluarganya;

d. pada sarana keschatan
tertentu.

{3} ketentuan lebih lanjut me-
ngenal tindakan medis  ter-
tentu sebagaimana dimaksud
dalam ayat {1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah.

Penjelasan Pasal 15 UU No.
23 Tahun 1992 menerangkan se-
bagai berikut:

Avyat |

Tindakan medis dalam  benwk
apapun pengguguran Kandungan
dengan alasan apapun, dilarang
karena bertentangan dengan norma
hukum, norma agama. norma
kesusi-laan dan norma kesopanan.
Namun, dalam keadaan darurat
sebagat upaya menyelamatkan jiwa
ibu dan atau bayi yang dikandung-
nya dapat diambil tindakan medis
tertentu.

Avat (2)

Butir a

Indikasi medis adalah suatu kon-
dist yang benar-benar mengharus-
kan diambil rtindakan medis ter-
tentu, sebab tanpa tindakan medis
tertentu ibu hamil dan atau janin-
nva terancam bahava maut.

Butir b

Tenaga Keschatan vyang dapat
melakukan tindakan medis tertentu
adalah tenaga vang memiliki kcah-
lian dan kewenagan uniuk melaku-
kannya yaitu seorang dokter ahli
kebidanan dan penyakit kandung-
an.

Butir ¢
Hak utama untuk memberikan per-
setujuan ada pada ibu hamil vang



bersangkutan kecuali dalam keada-
an tidak sadar atau tidak dapat
memberikan persetujuannya, dapat
diminta dari suami atau keluar-
ganya.
*

Butir d

Sarana keschatan tertentu adalah
sarana kesehatan yang memilik:
tenaga dan peralatan yang mema-
dai untuk tindakan tersebut dan
ditunjuk oleh Pemerintah.

Avyat( 3)

Dalam peraturan Pemerintah seba-
gal  pelaksanaan dari Pasal ini
dijabarkan antara lain mengenai
keadaan darurat dalam menyela-
matkan jiwa ibu hamil dan atau
janinnva. tenaga kesehatan vang
mempunval keahlian dan kewe-
nangan. bentuk persetujuan dan
sarana kesehatan yang ditunjuk.

Sebagaimana diuraikan di atas
pengguguran  kandungan  dilthat
dari sudut pandang Hukum Pidana
sampai saal ini masih dikategori-
kan sebagai tindak kejahatan,
meskipun dilakukan oleh dokter
ahlt kebidanan dan penvakit kan-
dungan dengan indikasi medis
{scbagai lex generalr).

Peraturan hukum yang khusus
(sebagal lex speciuli} yang berisi
kaidah-kaidah  hukum tentang
pengguguran kandungan hanya di-
atur secara garls besar di dalam
satu pasal dari UU No. 23 Tahun
1992 tentang Kesehatan yaitu
Pasal 15. Pengguguran kandungan
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(tindakan medis tertcntu), menu-
rut Pasal 15 UU No. 23 Tahun
1992 itu hanya boleh dilakukan
dalam “keadaan darurat untuk me-
nyelamatkan jiwa ibu hamil”.
Pcnjclasan Iebih lanjut hal itu me-
ngenat indikasi medis yang dapat
dipertimbangkan sebagai alasan
pengguguran  kandungan, yaitu:
“suatu kondisi yang benar-benar
mengharuskan  diambil  tindakan
pengguguran kandungan, sebab
kalau tidak, ibu hamil terancam
bahaya maut”.

Mengenat indikasi medis dan
menyelamatkan jiwa ibu hamil,
seringkali menjadi bahan perde-
batan, scbab undang-undang ha-
nya mecnycbutkan kondisi yang
henar-benar mengharuskan diam-
bil tindakan pengguguran kan-
dungan, dan kalau hal itu tidak di-
lakukan maka jiwa ibu hamil se-
bagai taruhannya.

Jika dikaji, perdebatan itu da-
pat dibagi ke dalam dua pendapat.
Pendapat pertama dalam menaf-
sirkan keadaan darurat yang di-
maksud Pasal 15 UU No. 23
Tahun [992 menyatakan “bahwa
vang dimaksud dengan kondisi
yvang benar-benar mengharuskan
dilakukan tndakan pengguguran
kandungan, adalah ’secara fisik’
ibu hamil terancam bahaya maut
apabila pengguguran kandungan
tidak dilakukan.”

Pendapat kedua dalam menaf-
sirkan keadaan darurat vang di-
maksud Pasal 15 UU No. 23 Ta-
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hun 1992 menyatakan “bahwa
yang dimaksud dengan Kkondis:
vang benar-benar mengharuskan
dilaksanakan pengguguran kan-
dungan adalah “secara fisik atau
pur? secara psikis’ ibu hamil ter-
ancam bahaya maut apabila peng-
guguran kandungan tidak dila-
kukan™,

Dar1 kedua pendapat di atas,
penulis berpendapat pertimbangan
yvang dapat dignakan untuk dila-
kukan pengguguran kandungan
adalah dengan penafsiran  yang
kedua. Sebagal misal pada kasus
perkosaan, kondist psikis seorang
ibu hamil sangat menderita dan itu
dapat membahayakan kelangsung-
an kchidupnya, sehingga hal itu
dapat menjadi bahan pertimbang-
ant untuk dilakukan pengguguran
kandungan.

Sampai saal ini, setelah UU
No. 23 Tahun 1992 berlaku lebih
dari sepuluh tahun sejak diun-
dangkan. pemerintah belum mem-
bentuk Peraturan Pemerintah ten-
tang pelaksanaan pengguguran
kandungan buatan terapeutik (ke-
tentuan pelaksanaan dari Pasal 15
UU No. 23 Tahun 1992). Belum
dibentuknya  Peraturan Pelaksa-
naan terscbut menimbulkan keti-
dakpastian hukum, sebab banyak
tenaga kesehatan menjadi takut
melakukan tindakan pengguguran
kandungan bila tidak berdasarkan
indikas1 medis secara fisik.

D1 Indonesia kecenderungan
untuk menerima pendapat kedua

bertambah besar untuk kasus ter-
tentu seperti kehamilan akibat
perkosaan, kegagalan kontrasepsi
(akibat sulitnya mendapat alasan
yang benar maka mereka telah
rela melakukan pengguguran kan-
dungan secara diam-diam).

Selain 1tu. dengan ditemukan-
nya alat-alat dengan teknologi
canggih yang dapat dengan mu-
dah mendeteksi adanya cacat ba-
waan atau kelainan bawaan serius
pada janin, maka timbul perta-
nyaan, apakah dengan alasan itu
dapat dilakukan pengguguran kan-
dungan, meskipun keadaan janin
itu tidak membahayakan nyawa
ibu hamil? Kondisi janin tersebut
menjadi beban ibu hamil, karena
takut menanggung aib anaknya
bila lahir kelak. Karena itu pada
akhirnya banyak percmpuan ha-
mil, yang tentunya dengan berat
hati, harus atau terpaksa meng-
ambil keputusan untuk menghen-
tikan kchamilan dalam situasi se-
perti ini.

Mungkin perlu disimak defi-
nist yang mecnarik tentang keha-
milan yang tidak diinginkan yang
dikutip oleh Kartono Mohamad
dari Flecher bahwa ‘‘kehamilan
kalau diinginkan adalah proses yang
sehat. Jika kehamilan wu tidak di-
mginkan, maka ia adaluh penyakit”
(Kartono Mohamad, 1992; 1215,

Meskipun ada pertimbangan-
pertimbangan yang dianggap la-
yak, sepertt di atas, namun men-
jadi masalah apabila dokter ahli



kandungan yang melakukan peng-
guguran kandungan dituntut oleh
pejabat berwenang Kkarena telah
melakukan pengguguran  kan-
dungan tanpa indikasi medis dan
bukan keidaan darurat untuk me-
nyclamatkan nyawa ibu. Dokter
yang menggugurkan kandungan
akan menjadi terancam hukuman,
karena penuntutan hukum akan
berdasarkan pada ketentuan pida-
na yvang ada di dalam UU No., 23
tahun 1992, vang diatur di dalam
Pasal 80 Avat (1), vang berlaku
hanva bagi tenaga keschatan yang
menggugurkan kandungan tanpa
indikasi medis dengan diancam
hukuman pidana penjara sclama-
lamanva 15 (limabelas) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000.- (lima ratus juta ru-
piah).

Jadi. Pohink Hukum Kesehat-
an sampai saat it adalah tindakan
pengguguran kandungan hanya
dapat dilakukan oleh tenaga kese-
hatan tertentu dengan alasan ada-
nya keadaan darurat indikasi me-
dis dan tujuannya untuk menyela-
matkan nvawa ibu. Perluasan dari
interpretas! tentang keadaan da-
rurat dan menvelamatkan nyawa
tbu sampat saat ini masih belum
seragam.

Namun kelithatannya, kegagal-
an yang terjadi pada penggunaan
alat kontrascpsi pada keluarga
berencana dan kehamilan akibat
perkosaan, secara diam-diam telah
menjadi kebijakan dari Departe-
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men Kesehatan untuk dapat dila-

kukan pengguguran kandungan,

yang dikenal dengan cara Mens-

trual Regulation.

C. Pengguguran  Kandungan
vang “Aman”

Pengguguran kandungan tanpa
indikasi medis, meskipun diancam
dengan hukuman penjara, baik
dilakukan oleh tenaga kesehatan
maupun bukan tcnaga kesehatan,
selalu saja terjadi dari waktu ke
waktu. Pengguguran kandungan
itu dilakukan bukan hanya karena
adanya “kecelakaan” dari hubung-
an luar kawin, tetapi cukup ba-
nyak pula dilakukan oleh para ibu
rumah tangga yang merasa sudah
cukup mempunyat anak dan kea-
daan ekonomi tidak memungkin-
kan untuk memelihara tambahan
anak lagi.

Sejak jaman Hipocrates, “ba-
pak dari para dokter”, yang dike-
nal dengun Sumpah Hipocrates,
telah ada yang berpendapat bahwa
merupakan kewajiban para dokter
untuk menghargai hidup insani
mulai dar pembuahan sampai ke-
matian. Sumpah Hipocrates itu
mempunyai pengertian atau mak-
na bahwa pengguguran kandung-
an adalah pelanggaran kewajiban
oleh profesional kedokteran, Plato
dan juga Aristoteles, di jaman me-
rcka telah mendiskusikan menge-
nai pengguguran kandungan ini
{lihat Ensiklopedi Amerikana).
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Tidak dapat dipungkiri bahwa
permintaan untuk dilakukan peng-
guguran kandungan di mana pun
di dunia ini cukup banyak, dalam
arti cukup banyak anak yang tidak
diinginkan oleh tbunya terutama
atau juga bapaknya, dan dengan
Politik Hukum Kesehatan terha-
dap pengguguran kandungan yang
“hanya” membolehkan penggu-
guran kandungan dalam keadaan
darurat  dengan  indikasi  medis
untuk menyelamatkan nyawa ibu,
muika mereka vang terdesak ingin
menggugurkan kandungan dengan
alasan apa pun juga selain alasan
di atas. akan berupaya mencari
pertolongan  kepada siapa saja
yang dapat membantunya.

Cukup banyak pengguguran
kandungan dilakukan oleh orang
yang tidak mempunyai keahlian
untuk mclakukan tindakan peng-
guguran  kandungan, dilakvkan
tanpa dengan cara yang benar
berdasarkan Ilmu Pengetahuan
Kedokteran, bhanya berdasarkan
pengalaman. Dapat dibayangkan
akibat yang terjadi, yang taruh-
annya adalah Kkesehatan repro-
duksi atau bahkan nyawa, dari
mulai cacat yang mecnyebabkan
perempuan yangbersangkutan ti-
dak dapat mclahirkan anak lagi,
karena terjadi kerusakan pada alat
reproduksinya, dan yang paling
menyedihkan kalau terjadi kema-
tian.

Pemerintah dengan berbagai
alasan  menutup mata terhadap

perbuatan pengguguran kandung-
an yang berbahaya ini, hanya jika
sudah menjadi demikian terbuka-
nya baru ditindak. Tidak jarang
pula oknum pelaku dilindungi
oleh aparat penegak hukum sen-
diri, sehingga dengan bebas dapat
melakukan pckerjaannya dengan
aman.

Jika pengguguran kandungan
itu dilakukan olch dokter atau
bidan, ini masih lebih baik, tctapi
ini lebih banyak dilakukan olch
orang awam, atau “dukun ber-
anak’ yang berfungsi sckaligus
sebagai “"dukun pengguguran kan-
dungan”, yang tidak mempunyai
pendidikan formal tentang peng-
guguran kandungan. Pengguguran
kandungan dilakukan hanya ber-
dasarkan pengalaman dari per-
buatan yang “irial and error” saja
dan ini sangat berbahaya.

Akhir-akhir ini, bergema suara
para ibu yang peduli Kkepada
keadaan ini. mengemukakan ide.
agar sebagian masyarakat yang
membutuhkan bantuan penggu-
guran kandungan tanpa indikasi
medis, karena menuruat mercka
dilarang juga dilakukan, dibern
kesempatan untuk mendapatkan
bantuan medis yaitu melakukan
“pengguguran  kandungan vyang
aman’.

Tentu saja perjuangan kaum
perempuan yang dimulai dari Ja-
karta dan dimotori oleh beberapa
tembaga sosial masyarakat (LSM)
Perempuan, masih harus menem-



puh jalan yang panjang, bahkan
sangat panjang. Pemerintah tidak
demikian mudahnya meluluskan
permintaan para pejuang percm-
puan ini agar didirikan sentra-
sentra  sarana  keschatan vang
dapat bertindak untuk menggugur-
kan kandungan para perempuan
yang tidak menginginkan anak
yang dikandungnya lahir. dengan
“pengguguran kandungan yang
aman”, yang dilakukan oleh tena-
ga medis yang mempunyai kuali-
tikasi untuk itu.

Ide para perempuan yang pe-
duli ini 1alah bantuan “penggu-
guran  kandungan yang aman”
diberikan bukan serta merta tanpa
proscdur apapun atau langsung
digugurkan kandungannya, tetapi
di dalam proses itu diberikan
konsultast dan konseling, dengan
maksud sedapat mungkin tidak
dilakukan pengguguran kandung-
an. Kalaupun para perempuan
hamil ini tetap pada pendiriannya
ingin menggugurkan kandungan,
sctidaknya diberi pengertian agar
di kemudian hari mereka meng-
gunakan alat kontrasepsi, sehing-
ga pengguguran kandungan tidak
perlu lagi dilakukan,

Terdapat pendapat, dengan da-
pat atau mudah dilakukan penggu-
guran kandungan, beberapa pe-
rempuan enggan untek menggu-
nakan alat kontraesepsi, schingga
dengan konsultasi dan konseling
itu, diharapkan di kemudian hari
mereka akan dapat lebih menjaga

POLITIK HUKUM KESEHATAN

TERHADAFP PENGGUGURAN KANDUNGAN

dirtnya. sehingga tidak perlu di-
lakukan pengguguran kandungan.

Harus diakui bahwa ide dan
perjuangan para perempuan ini
sangat balk, namun perlu diper-
hatikan, bahwa kecbanyakan pe-
rempuan  yang tidak mengingin-
kan janin yang ada di kandung-
annya itu lahir, justru tidak ingin
diketahui  alasan  pengguguran
kandungannya, hal ini  masih
sangat  sensitif.  Pertanyaannya
apakah para perempuan ini mau
datang ke sarana keschatan,
karena mereka harus konsultasi
dan konseling dulu?

Mungkin saja. dengan sosiali-
sasi yang baik, dapat membuat
para perempuan  yang  berniat
menggugurkan kandungan menja-
di sadar, bahwa mencari bantuan
pengguguran kandungan dari o-
rang vang udak mempunyai pe-
ngctahuan dan keahlian medis,
adalah sangat berbahava. “Sean-
dainya” kalau nanti pemerintah
{entuh  kapan), dapat menerima
dan merealisasi perjuangan para
perecmpuan  yang tcrgabung ke
dalam ibu peduli “pengguguran
kandungan yang aman”, mereka
mau  mendatangt  sentra-sentra
“pengguguran  kandungan yang
aman”, sehingga bahava yang
mungkin timbul karena penggu-
guran kandungan vang dilakukan
cleh orang yang tidak berwenang
dan tidak mempunyai kemampu-
an menjadi berkurang.
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Perlu - ditambahkan, seharus-
nya apabila para perempuan yang
berkeinginan untuk menggugur-
kan kandungan tetap pada kei-
nginannya, apa pun alasannya,
maka sentra-sentra inT harus mem-
bantu perempuan itu, dengan di-
lakukan pengguguran kandungan
oleh vang berwenang melakukan
dan juga dengan kemampuan
yang ditopang oleh pendidikan
formal di bidang kedokteran, se-
tidaknya telah dikurangi bahaya
akapn terjadinya akibat yang tidak
diinginkan.

Seperti dituliskan di atas, per-
juangan para perempuan ini masih
merupakan wacana, realisasi ke
arah yang menjanjikan saja be-
lum, scbab Menteri Kesehatan
tenlunya tidak dengan mudah be-
rant membuat peraturan yang
membolehkan didirikan  sentra-
sentra “pengguguran  kandungan
vang aman”. Alasan utamanva
sesual  dengan  Politk  Hukum
Kesehatan terhadap Pengguguran
Kandungan, yang berorientasi pa-
da:

“haik fata nilai mau pun pemi-

kiran terutama mengenai upaya

pemecahan masalah di bidang
keschatan yang dipengaruhi oleh
politik, ckonomi, dan sosial bu-
daya, pertahanan keamanan, sertu
ilmu  pengetahnan dan  tekne-
fog1”, Juga karena pengguguran
kandungan tanpa alasan medis,
adalah bertentangan dengan nor-
ma agama, norma Kesusilaan dan
norma kesopanan. numun, dalam

keadaan darurat sebagar upaya

menyelamatkan jiwa ibu dan atau

bayi yang dikandungnya dapat
diambil tindakan medis tertentu.

Sampal saat ini, apa yang dia-
lami oleh para pejuang perempuan
ini adalah dipingpong dari ekse-
kutif ke legislatif dan sebaliknya,
dalam arti menghadap eksekutif,
dianjurkan harus ke legisiatif ter-
febih duhulu, menghadap ke legis-
[atif. dianjurkan harus ke ekseku-
tif terlebih duhulu. Ini jelas belum
ada yang bcrani mercalisasikan
wacana “‘pengguguran kandungan
yang aman’.

Pertanyaannya apakah Peme-
rintah Republik “berant™ mema-
sukkan pengaturan tentang “peng-
guguran kandungan vang aman’
dalam Peraturan Pemerintah se-
bagai Peraturan Pelaksanaan Pasal
15 UU No. 23 Tahun 19927

Ada titik terang bagi perju-
angan para perempuan vang pedu-
li pada “pengguguran kandungan
yang aman”. Di dalam randangan
undang-undang {(RUTU) tentang
Hukum Keschatan inisiatif dari
DPR, vang telah diajukan ke
DPR, diakut hak pcrempuan atas
alat reproduksi, dengan perkataan
lain, kalau RUU ini1 dapat menjadi
undang-undang dan hak perempu-
an atas alat reproduksinya dapat
ditentukan oleh undang-undung,
termasuk pula hak perempuan un-
tuk menentukan ingin punya anak
atau tidak, dalam arti memperoleh
bantuan untuk “pengguguran kan-



dungan yang aman”, menjadi hak
perempuan pula.

IV.KESIMPULAN

Kehadtran anak. seharusnya,
selalu diinginkan olch orang yang
melahirkannya. Namun jika keha-
dirannya bukan berdasarkan kei-
nginan, sebagal misal karena “ke-
celakaan™ hubungan luar kawin,
perkosaan. mungkin saja karena
kelernahan ekonomi atau bahkan
tidak sesual dengan sosial budaya,
maka anak bahkan menjadi beban.

Salah satu cara yang drastis
untuk  menanggulangi kehadiran
anak vang tidak diinginkan adalah
dengan melakukan pengguguran
kandungan. Kaidah hukum vang
mengatur tentang  pengguguran
kandungan. selain ada di dalam
peraturan umum yakni KUHPer
(sehagat lex generali}, juga ada di
dalam peraturan khusus yaitu
Pasal 15 UU Kesehatan (sebagai
fex specialiy. Pasal 15 tersebut
masih mengatur secara tidak jelas
karena tidak memberikan ukuran
yang jelas tentang indikasi medis
vang menjadi dasar untuk menye-
lamatkan jiwa ibu.

Oleh karena itu, diperlukan
peluasan penafsiran kaidah hu-
kum, vang di dalam bidang bu-
kum biasa dilaksanakan. Menurut
penafsiran dart Pasal 15 UU No.
23 Tahun 1992, jika penafsiran
indikasi medis diperluas selain
secra fisik juga secara psikis,
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maka terhadap korban perkosaan
yang hamil, atau juga perempuan
yang mengalami kegagalan Prog-
ram KB, dapat dilakukan penggu-
guran kandungan.

Polihk Hukum Keschatan je-
las menyebutkan perlunya indi-
kast medis dan keadaan darurat
untuk  menyelamatkan jiwa 1bu,
sebagai alasan untuk dapat dilaku-
kan pengguguran kandung. di luar
dari ketentuan Pasal 15 UU No.
23 Tahun 1992 adalah perbuatan
melanggar hukum vang dapat di-
ancam pidana penjara dan denda.

Pengguguran kandungan yang
dilakukan oleh orang vang tidak
mempunyal  keahlian dalam  bi-
dang kedokieran dapat menimbul-
kan akibat vang tidak diinginkan,
mulai dari kemungkinan kerusak-
an pada alat reproduksi sampat
dengan kematian, hal im terjadi
dari waktu ke waktu dan dari tem-
pat ke tempat.

Sebagian perempuan Indone-
sia di berbagai kota besar, yang
hergabung dalam beberapa LSM
Perempuan. memuiai upaya agar
bagi para perempuan yang hamil
dan tidak menginginkan janin
yang dikandungnya lahir, diberi
kesempatan  untuk  melakukan
“pengguguran kandungan yang
aman’”, dengan didirikannya sen-
tra-sentra “‘pengguguran kandung-
an yvang aman . di mana sebelum
dilakukan  “pengguguran  kan-
dungan yung aman” diberikan
upaya konseling dan konsultasi.
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Tujuan utamanya mencegah para
perempuan itw tidak melakukan
pengguguran kandungan, kalau 1a
bersikukuh mau  dilakukan juga.
maka dilakukan dengan cara
“pfngeuguran  kandungan yang
aman”. Selanjutnya diharapkan di
kemudian hari udak terjadi pe-
ngulangan pengguguran kandung-
an.

Tujuan baik i, untuk kebaik-
an berbagai pihak. masih panjang
perjalanannya, agar dapat disetu-
Jui pelaksanaannya. Ini dapat di-
mengerti. karena bagi masyarakat
indonesia yang religius ini, peng-
guguran kandungan adalah perbu-
atan vang sangat diharamkan. Na-
mun, harus dizkui adanya kenva-
taan tenlang dilakukannya peng-
guguran kandungan yang dilaku-
kan oleh sebagian perempuan,
apapun alasannya tanpa indikasi
medis, yang dilakukan bukan oleh
orang yang mempunyal keahlian
untuk 1tu. tidapat dibenarkan.

Perlanyaan yang timbul apa-
kah Peraturan Pelaksanaan dari
Pasal 15 UU No. 23 Tahun 1992
dapat mengakomodasi kebutuhan
“pengguguran  kandungan vyang
aman”?  Atau, jika pembentuk
undang-undang, melalui  RUU
tentang Hukum Keschatan, akan
meloloskan pasal tentang adanya
hak perempuan atas alat repro-
duksinya. dalam arti dapat menen-
tukan diri sendiri ingin punya
anak atau tidak, maka perempuan
akan mendapatkan bantuan untuk

“pengguguran kandungan vang
aman’.

DAFTAR PUSTAKA
Ameln, Fred. (1992). Kapita Se-
lekta Hukum Kesehatan. Cet.
1. Jakarta: PT Grafika,

Chandrawila, Wila. (2001}, Hu-
kum Kedokteran. Bandung:
Penertbit Mandar Maju.

Hermien,  Hadiati  Kuswadji.
(1996). Undang-undang No-
mor 23 tentang Kesehatan,
Asas-asas dan  Permuasa-
lahan dalam Implementasinya.
Cet. 1. Bandung: Penerbit
Citra  Aditya Bakti.

Mohamad. Kartono. (1998). Kon-
tradiksi  dalam  Kesehatan
Reproduksi. Jakarta: Penerbit
Pustaka Sinar harapan.

Subakti, Ramlan. (1992). Mema-
hami Ihmu  Politik.  Jakarta:
Penerbit PT Gramedia Widia-
sarana Indonesia.



